
 

 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA R.I 

No. 5851 KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Fasilitas. Hakim 
Agung. Hakim Konstitusi. Perubahan. (Penjelasan Atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 37). 

 
PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 22016 
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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 

2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM 

KONSTITUSI 

 

 

I. UMUM 

Perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tanggal 

11 November 2015, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi 

sampai dibentuknya badan peradilan khusus. 

Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dibentuknya badan 

peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 merupakan tugas dan tanggung jawab tambahan Mahkamah 

Konstitusi selain kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, sehingga kepada Hakim konstitusi perlu diberikan 
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honorarium.  

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan 

dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak 

Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi tidak 

memungkinkan bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi untuk menerima 

honorarium, sehingga perlu diubah.  

Honorarium atas tugas dan tanggung jawab tambahan dimaksud 

diberikan juga kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, mengingat 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tambahan Mahkamah Konstitusi 

dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota didukung oleh gugus tugas dan/atau 

pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi.  

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai: 

1. pengecualian ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan 

Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi yang memeriksa dan 

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota diberikan honorarium; dan 

2. pemberian honorarium kepada gugus tugas dan/atau pegawai di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Pasal 13A 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 13B 

  Ayat (1) 

   Yang dimaksud dengan “gugus tugas dan/atau pegawai” 

adalah perangkat yang memberikan dukungan kepada 

Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyelesaikan 
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perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota yang terdiri atas pegawai di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi, tenaga perbantuan instansi, dan tenaga 

perbantuan noninstansi. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

 

 Pasal 13C 

  Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 
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